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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA
DIREKTURJENDERAIPENDIDIKANVOKASI,

Menimbang: bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan bantuan
pemerintah program pendidikan kecakapan wirausaha tahun
2023 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan
Pasal 17 ayat (7)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimanatelah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo#4 Tahun
2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Program Pendidikan KecakapanWirausahaTahun 2023;

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lendran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864) sebagaimanatelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4637);



Menetapkan :
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 515;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
156);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008
Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan
Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga
MasyarakatYangBelajar Mandiri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Beritd&Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 963);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAMPENDIDIKAN KECAKAPANWIRAUSAHATAHUN
2023.

Pasall

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan

Wirausaha Tahun 2023 merupakan pedoman bagi:

a. Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset,dan Teknologi;

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset,dan Teknologi;

c. LembagapenyelenggaraProgram Pendidikan KecakapanWirausahg

d. Mitra dari unsur dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja lainnya,
Asosiasi Profesi, Organisasi Mitra Vokasi dan Pemangku Kepentingan
bidang pendidikan vokasi lainnya;



e. Auditor; dan

f. Pemangku kepentingan lainnya,

dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban, monitoring dan
evaluasi, pengawasan program bantuan pemerintah agar sesuai dengan tujuan
sistem pendidikan nasional dan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna,
tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan
Wirausaha Tahun 2023 sebagimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Pendidikan Vokasi.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL,
TTD:
KIKI YULIATI
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SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKANVOKASI

NOMOR34 TAHUN2022

TENTANG PETUNJUKTEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPANNVIRAUSAHATAHUNZ2023

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan rencana jangka menengah nasional tahun 22024 yang

salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas dan berdaya saing, program dimaksud, diharapkan dapat
dilakukan oleh institusi pendidikan bekerja sama dengan dunia usaha,
dunia industri, dan dunia kerja. Salahsatu prioritas dari renstra tersebut

di atas, adalah adanya program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Program PKW yang dilaksanakan Direktorat Kursus dan Pelatihan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat mengatasi berbagai

macam permasalahansaatini, antara lain:

1. Sistem pendidikan kita baru dapat menghasilkan lulusan semi-
terampil, sementara pasar kerjamembutuhkan lulusan yang terampil
dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan duniaisaha, dunia industri,
dan dunia kerja.

2. Pengembangan bidang keahlian di lembagpendidikan dan pelatihan
vokasi belum semua sejalan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia
industri, dan dunia kerja.

3. Rasio wirausaha di Indonesia meningkat 3,47% (Kemenkopukm).
Sementara di tahun 2024 mendatang pemerintah berharap rasio
kewirausahaan menjadi 3,95%.

4. Sampai dengan tahun2024 sasaran pendidikan vokasi berbasis kerja
samaindustri yang harus dicapai sebesar0,78%/2,8 juta (Bappenas).

5. Di era masa pandemi covid-19 ini banyak berbagai tantangan dalam
perekrutan lulusan ke industri karena masih lesunya duniaindustri,
oleh sebab itu pendidikan wirausaha bagi anak usia sekolah tidak
sekolahmenjadi program unggulan.

Berdasarkan data-data tersebut di atas diperlukan program PKW untuk
mengatasi pengangguranyang sampai saat ini masih cukup tinggi, yaitu
sebanyak 8,4 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia
mencapai 144 juta merujuk data BPS Februari 2022, selain meningkatnya
jumlah angka putus sekolah. Karena pentingnya Program PKW untuk
mengatasi permasalahan tersebut di atas makapemerintah menetapkan
Program PKW sebagaiProgram Prioritas Nasional.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program PKW maka pemerintah
menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk merintis
berdirinya wirausaha baru.

Program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan
untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan
sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang
dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha.
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Program PKW sejalan denga®bjective Key Resuy{OKR) Direktorat Kursus
dan Pelatihan yang menyatakan bahwa 60% lulusan PKK dan PKW dalam
satu tahun memperoleh pekerjaan atau wirausaha dengan pendapatan
setaraupah minimum provinsi (UMP).

B. Tujuan Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha

1. Bantuan Program PKW tahun 2023 Dbertujuan mendukung
penyelenggaraan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan
untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan
menumbuhkan sikap mental wirausaha dalammengelola potensidiri
dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha;

2. Memberikan dukungan kepada anak usia sekolah tidak sekolah (ATS)
agar memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dirinya
memperoleh berbagai keterampilan usaha;dan

3. Mendorong terwujudnya negara yang mampu mengembangkan SDM
dalam berwirausaha untuk memberdayakan sumber daya alam,
budaya, dan kearifan lokal.
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BAB Il
PROGRAMPENDIDIKANKECAKAPANWIRAUSAHA

Pengertian Program PKW

PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap

mental, kemampuan kreatif, inovatif, dan menciptakan sesuatu dengan

kreativitas berwirausaha dalam mengembangkan kemampuan potensi diri
dan lingkungan untuk dijadikan bekal berwirausaha danmerintis usaha

mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha, yangdimaksud dengan mitra

usahaadalah Dunia Usaha,Dunia Industri, dan Dunia Kerja.

. Tujuan Program PKW
Tujuan penyelenggaraanProgram PKW sebagaiberikut:

1. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir
berwirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah melalui kursus dan
pelatihan untuk menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam
mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkugan yang dapat
dijadikan bekal untuk berwirausaha.

2. Menciptakan anak usia sekolah tidak sekolah banyak yang dapat
merintis usahamandiri yang dibimbing oleh mitra usaha.

. Pemberi Program Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Program PKW adalabirektorat Kursus dan
Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi.

. Sasaran Program PKW

1. Sasaranumum
Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS)usia antara 15 s.d. 25 tahun
yang masihmenganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau
pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

2. Sasaran lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Vokasiberdasarkan program prioritas pendidikan vokasi.

Proses Pembelajaran Program PKW
Proses pelaksanaan pembelajaran program PKW wajib bekerja sama
dengan dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), dunia keuangan darplatform digital. Tujuan kerja sama tersebut
memberikan jaminan bahwa yanglididik dalam program PKW memiliki; 1)
karakter wirausaha, 2) kemampuan berusaha mandiri dan 3) keterampilan
usaha yang dibutuhkan pasar atau industri. Proses pelaksanaan tersebut
diantaranya:
1. JenisProgram keterampilan
Jenis keterampilan sesuai dengan yang tercantum di bawah ini dan
memenuhi kriteria sebagaiberikut:
a. hasil keterampilan dapat dipasarkan dan banyak dibutuhkan pasar
atau perusahaan;dan
b. keterampilan yang mudah, murah tetapi menghasilkan pendapatan
secaramandiri.
2. Kurikulum
Kurikulum Pendidikan Kecakapan Wirausaha disusun oleh satuan
pendidikan/lembaga penyelenggara bersama Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan mitra usaha,minimal mencakup:
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Pendidikan karakter kewirausahaan

Pendidikan keterampilan yangakan dibelajarkan

Pemasarandan aksespermodalan

Pengelolaanhasil usaha

Keselamatandan kesehatankerja (K3)

Saranadan prasarana

Lembaga penyelenggara wajib memiliki sarana dan prasaran dan dapat

melengkapi melalui kerja sama dengan mitra usaha. Penyediaanraaa

dan prasarana harus memperhatikan jumlah dan kualitas yang
diperlukan dalam proses pembelajaran baik untuk pembelajaran yang
sifatnya konvensional ataupun daring, diantaranya:

a. Ruang belajar teori dan praktik, untuk pembelajaran teori secara
daring dapat menggunakanmedia pembelajaran digital.

b. Sarana belajar teori dan praktik yang sesuai dengan jenis
keterampilan yang diajarkan.

c. Bagi lembaga yang tidak memiliki sarana dan prasarana jenis
keterampilan tertentu dapat menggunakan sarana dan prasarana
dari mitra usaha.

Instruktur

Instruktur terdiri dari:

a. Instruktur kewirausahaan diutamakan dari para pelaku usaha yang
telah memiliki pengalaman sukses berusaha mandiri. Kemampuan
yang diharapkan diantaranya; membentuk jiwa wirausahamemilih
jenis usaha, pengelolaan usaha, pemasaran, kerja sama dengan
pelaku usaha dll. Instruktur ini lebih cocok pelaku dari UMKM,
perbankan dan platform digital secaraberkolaborasi

b. Instruktur jenis keterampilan diutamakan dari instruktur yang
kompeten (diprioritaskan memiliki sertifikat keahlian). Tugas
instruktur ini adalah melatih keterampilan produk dan/atau jasa
mulai dari; pengenalan produk yang sesuai kebutuhan
pasar/industri, pengenalan bahan, alat, proses, standar mutu
produk, packaging

c. Bagi instruktur jenis keterampilan yang tidak memiliki sertifikat
keahlian, dapat menyertakan surat keterangan keahlian dari
lembaga dimana instruktur bekerja, organisasi komunitas atau
surat keterangan keahlian dari yang bersangkutan sesuai jenis
keterampilan, yang dilengkapi dengan materai disertai riwayat
hidup

Prosespembelajaran

Pendidikan Kecakapan Wirausaha diselenggarakan melalui proses

kegiatan denganmenggunakanpendekatan G in 16 sebagaiberikut:

PQO0TD

PROSES! IN 1 DALAM PENYELENGGARAARKW

Pembelajarar luastiasi -
Kewirausahaa EvaluasHasi Perintisardan

+Keterampilar / Pembelajaral v pendampinganisahs

IdentifikasiPeluanc
UsahaPeserteDidik /

Proses pembelajaran program PKW harus lebih banyak menggunakan
pendekatan praktik, praktik produksi, simulasi,learning by doingatau
belajar dengan melakukan praktik yang sesuai.
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Proses pembelajaran mulai awal hingga akhir dapat digambarkan
sebagaiberikut:

1 3 S

Pembentuian Pe|at'f;a|” ARl Perintisan usaha
sikap perilaku ettt i
WiraF:JsI;ha usaha(simulasi) k‘re(;erJirsni;)'”aasr; kecildan
melalui identifikasi pan da Jat dibimbing
pembelajaran kebutuhan usaha, ﬁi :sarkr;n/ Bersama UMKM,
lapangan model h'Il'O' ) duk unitkeuangan
pengelolaan finsast - produ dan platform
usaha, digital
pemasaran dan
pembukuan dan Evaluasi:
belajar di UMKM 1 Perilaku
wirausaha
1 Kemampuan
pengelolaan
usaha
1 keterampilan
6. Evaluasi

Evaluasipembelajaranterdiri dari:
a. Evaluasiperubahankarakter sebagaiwirausaha,;
b. Evaluasi kemampuan dalam menguasai pengelolaan usaha,
pengelolaankeuangan,dan pemasaran;
c. Evaluasi kemampuan menguasai keterampilan sesuai dengan
bidangnya;
d. Evaluasirancanganmerintis usaha.
7. Keterangankelulusan
Peserta didik yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan
dan telah menguasai jenis keterampilan yang dipelajari maka diberikan
surat keterangan kelulusan oleh lembaga.
8. Rintisan usahalulusan
Setiap peserta didik yang dinilai sudah menguasai seluruh paket
keterampilan berdasarkan hasil evaluasi dapat diberikan modal usaha
berupa peralatan dan bahanrintisan usahauntuk memulai usaha.
9. Pembinaanlulusan
Setiap peserta didik yang sudah memulai merintis usaha berhak
memperoleh bimbingan atau pembinaan secara berkala dari
penyelenggara program bersama UMKM dan atau unit keuangan/
platform digital. Penyelenggara program wajib memberikan binaan
secara berkala selama 12 bulan setelah peserta dinyatakan
selesai/lulus pelatihan.
Ruanglingkup pembinaantersebut diantaranya:
Ketepatan memilih usahadan tempat usaha;
Standar produk/jasa yang dihasilkan;
Kemampuanmendesainproduk dan kemasan;
Kemampuanmelakukan pemasaran;
Pengelolaanhasil usaha;
Diversifikasi usaha,;
Pemasaranproduk/jasa.

@"po0Tp
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BAB Il
LEMBAGAPENYELENGGARRROGRAMPKW

Kriteria Lembaga Penerima Bantuan Program PKW
Penyelenggara Program PKW adalah lembaga yang menyelenggarakan
program kursus dan pelatihan meliputi:

1.

2.

3.

4.

Satuan Pendidikan Nonformal yang meliputi Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memiliki Nomor Pokok Satuan
Pendidikan Nasional (NPSN).

Satuan Pendidikan Formal (SMK, politeknik) yang memiliki Nomor
Pokok SatuanPendidikan Nasional (NPSN).
Organisasikemasyarakatan,yayasanyang menyelenggarakanprogram
pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
Lembagapenyelenggarasudahberoperasiminimal 2 (dua) tahun.

Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan Program PKW

1.

Persyaratan lembaga calon penerima bantuan tipe A (Platinum)

sebagaiberikut:

a. Satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan formal yang
memiliki NPSN;

b. Diprioritaskan lembagayangberkinerja A;

c. Wajib menerapkan metode/pendekatan pembelajaran berbasis
proyek (PIBL);

d. Memiliki perjanjian kerja sama denganmitra usaha (UMKM) dan
dukungan riil dari mitra usaha lembaga keuangan dan platform
digital ;

e. Memiliki struktur organisasidan pengurusyangjelas;

f. Memiliki instruktur yang sesuaidalam penyelenggaraanprogram
PKW;

g. Memiliki peralatan praktik 1:1(satu bandingsatu);

h. Diutamakan memiliki teaching factory/unit usaha yang memiliki
produk yang sudah dihilirisasi ke pasar atau dunia industri/dunia
usaha/dan dunia kerja lainnya,;

i. Memiliki gedungtersendiri, terdiri dari:

1) Ruangkantor;

2) Ruangpembelajaran;

3) Ruangpraktik, laboratorium;
4) Ruangteaching factory;

5) Ruangpendidik (instruktur);
6) Tempatibadah;

7) Tempat parkir;

8) MCK.

j. Masuk dalam Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Manusia (PPKSDM);

k. Rencanarintisan usahayangdibentuk jelas keberhasilannya.

Persyaratanlembagacalon penerima bantuan tipe B (Silver) sebagai

berikut:

a. Satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan formal yang
memiliki NPSN;

b. Diprioritaskan lembagayangberkinerja B;

c. Diprioritaskan lembaga yang menerapkan metode/pendekatan
pembelajaran berbasis proyek (PJBL);

d. Memiliki perjanjian kerja samadenganmitra usaha(UMKM);
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e. Memiliki surat pernyataan/dukungan dari lembagakeuangan dan
platform digital;

f. Memiliki struktur organisasiyangjelas;
g. Memiliki kepengurusanyangprofesional;
h. Memiliki instruktur yang sesuai dalam penyelenggaraan program

PKW;
i. Memiliki peralatan praktik 1:2 (satu banding dua);
J.  Memiliki gedungsendiri atau sewa minimal 2 (dua) tahun, terdiri
dari:
1) Ruangkantor;
2) Ruangpembelajaran;
3) Ruangpraktik, laboratorium;
4) Ruangpendidik;
5) Ruangperpustakaan;
6) MCK.
k. Memiliki bukti kerja samadengan dunia industri, dunia usaha,dan
dunia kerja lainnya dalam bentuk MoU atau yang sejenis.

Metode Penyelenggaraan

Penyelenggaraarprogram PKWdapat dilaksanakandengandua metode:

1. Dilaksanakan dilembaga penyelenggara dengan peserta didik belajar di
lembaga, dengan persyaratan lokasi calon peserta didik berdekatan dari
lembagacalon penyelenggara;

2. Dilaksanakan dengan cara penyelenggara mengunjungi kelompok
peserta didik, dengan persyaratan lokasiaon peserta didik berjauhan
dari lembagacalon penyelenggara.

Kewajiban dan Hak Calon Penyelenggara Program PKW
1. Kewajiban lembaga penyelenggara Program PKW adalah sebagai
berikut:

a. Menetapkan jenis keterampilan produk atau jasa sesu&ebutuhan
pasar yang akan dilatihkan kepadapeserta didik;

b. Bekerja samadengan mitra usaha UMKM, usahakeuangan,dan
platform digital (memiliki bukti MoU, dukungan dari Mitra);

c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program PKW kepada peserta
didik dan melakukan rekrutmen calon peserta didik (terutama
memperoleh fotocopy KTP);

d. Inventarisasi: Kecukupan dan kesesuaian sarana prasarana,
instruktur, serta merancangkurikulum bersamamitra;

e. Mengusulkan proposal program secara online di laman
https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pk w:; dan

f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
padasaat mengusulkan PKW dan saat proposal diterima.

Pada saat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan dalam

melaksanaanprogram PKWmaka calon lembagapenyelenggarawajib:

a. Mengecek dan menyeleksi kembali calon peserta didik sesuai
dengan yang ditetapkan di Surat Keputusan (SK) dan/atau
menerima peserta didik melalui Aplikasi Ayo Kursus pada laman
https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ayo _kursus;

b. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan mitra untuk
menyiapkan perangkat pembelajaran;

c. Melaksanakan pembelajaran kewirausahaan, pengelolaan usaha,
dan keterampilan usaha sesuai jadwal yang telah ditetapkadan
membuka pewaktu pembelajaran di aplikasi
https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkw ;



https://banper.binsuslat.kemendikbudristek.com/pkw;
https://banper.binsuslat.kemendikbudristek.com/pkw;
http://www.kursus.kemendikbudristek.com/banper/pkw/2023%3B
http://www.kursus.kemendikbudristek.com/banper/pkw/2023%3B

-11-

d. Melakukan evaluasikelayakan pesertadidik untuk merintis usaha;

e. Membimbing pesertadidik untuk merintis usahamandiri;

f. Menyusun laporan teknis pelaksanaan kegiatan, dengan cara
mengunggah data terkait pembelajaran (foto kegiatargaftar hadir,
instruktur dan pesertadidik) melalui aplikasi banper PKW,

g. Menyusun laporan keuangan (mengunggah bukti-bukti transaksi
keuangan) melalui aplikasi banper PKW;

h. Menyusun video penyelenggaraan PKW dan bahan ajar yang
diunggah pada kanal YouTubeatas namalembaga;

i. Melaporkan perkembangan rintisan usaha secara online melalui
aplikasi banper PKW.

2. Hak lembagapenyelenggaraProgram PKW sebagaiberikut:

a. Menerima dana bantuan PKW sesuai dengan jumlah yang sudah
ditetapkan dalam MoU antara Direktorat Kursus dan Pelatihan
dengancalon lembagapenyelenggara,;

b. Menerima bimbingan teknis dari Direktorat Kursus dan Pelatihan,
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, mitra usaha, lembaga
keuangandan platform digital;

c. Menerima rekomendasi hasil monitoring dan supervisi

untuk mengatasipermasalahanpenyelenggaraanprogram;

d. Mengikuti lomba penyusunan video penyelenggaraan program PKW

dan bahan ajar sesuaidenganketentuan yangtelah ditetapkan.

E. Kerja Samaantara Calon Lembaga Penyelenggara dengan Dunia Usaha
1. Bentuk Kerja Sama
Penyelenggara program PKW memiliki kerja sama dengan mitra usaha
dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan/atau surat dukungan
penyelenggaraan Program PKW dari lembaga permodalan datatform
digital. Bentuk kerja samadapat berupa:
a. Penyusunankurikulum program PKW;
b. Pelibataninstruktur dari mitra usahadalam prosespembelajaran;
c. Pemanfaatansaranadan prasaranadenganmitra usahaapabila
dibutuhkan;

d. Melakukan pendampinganrintisan usaha;
e. Melakukan evaluasirintisan usaha;
f. Membantu pemasaransecaraoffline maupun online; dan/atau
g. Fasilitasi permodalan.
2. Kiriteria Mitra Usaha
a. Memiliki legalitas sebagailembagaUMKM atau UsahaPerbankan;
b. UMKMtersebut memiliki tempat usahayangjelas dan berkembang;
c. Memiliki bidang/produk usaha yang relevan dengan jenis
keterampilan yang diajukan;
d. Usaha keuangan/perbankan dimaksud adalah perusahaan yang

bergerak dibidang keuangan, memiliki kemampuan memberikan
dukungan permodalan kepada UMKM dan siap memberikan
bimbingan usaha,;

e. Memiliki identitas atau papan nama perusahaan;

f. Platform digital merupakan platform digital yang sudah berkembang
dan bersifat nasional dan internasional.

F. Publikasi Penyelenggaraan
Lembaga penerima dana bantuan wajib mempublikasikan program PKW
melalui media yang dapat diakses/dilihat oleh masyarakat secara umum
seperti; media sosial, spanduk, brosur, atau bentuk lainnya.
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Misalnya: informasi ke koran, buletin, YouTube websitg instragram, dll

bahwa lembaga yang bersangkutan memperoleh bantuan dana PKW untuk
ATS akan dilaksanakan di lokasi dan waktu sesuai yang ditentukan oleh
lembagapenyelenggara.
Padasaat pelaksanaanwajib memasangspanduk seperti contoh berikut:

W ‘ Logo
Lembaga

Disini Diselenggarakan

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2023 dari Direktorat Kursus d
Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kerja Sama Antara Lembaga
Usaha perbankan...... dan platform digital

Alamat Pelaksanaan Program PKW

Jenis Keterampilan

Diikuti oleh anak

Dengan durasi Waktu....Jam Pelajaran

dengan UMKM

(spanduk di

atas wajib dipasang di

depan

kantor lembaga

penyelenggara mulai awal penyelenggaraan sampai selesai)

G. Jenis keterampilan Yang Dapat Diakses
Jenis keterampilan mengacu kepada 4 (empat) sektor yang menjadi fokus
revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu: machinery and construction, creative
economy hospitality, dan care serviceyang meliputi:

Level A Level B
No Rumpun Jenis Keterampilan (Platinum) (Silver)
1 | Agribisnis dan a. Pertamanan - v
Agroteknologi b. Industri Perikanan - v
c. Industri Pertanian - Y
d. Industri Peternakan - %
2 | Bisnisdan PemasaranDigital - v
Manajemen
3 | Kemaritiman a. Pengolahanhasil laut % v
b. Industri perikanan % v
laut
4 | Kesehatan a. Akupunktur - v
b. Pijat Akupresur - v
c. Pijat Urut Tradisional - v
d. SPA % %
e. Tata Kecantikan Kulit % %
f. Tata Kecantikan v Y
Rambut
5 | Pariwisata a. JasdJsahaMakanan % %
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No

Rumpun

Jenis Keterampilan

Level A
(Platinum)

Level B
(Silver)

b

. Pastry & Bakery

. TataBusana

. Tata RiasPengantin

.Barista

< I < < | <

Tenun

.Batik

SeniRupadan
Kriya

. Animasi

.DesainlInterior

C
d
e
f

g
a
b
C

. Handy Cratft

. Hantaran

Teknologi dan
Rekayasa

.DesainGrafis

d
a
b

.Mekanik Sepeda
Motor

I <1 <K< | <K< | <K< |<|<|IK< | <

9]

. Teknik Kendaraan

Ringan

.PerbaikanPendingin
dan Tata Udara

.PerbaikanTelepon
Seluler

Elektronika Dasar
(servis komputer, tv,
kipas angin)

.Mengelasdenganlas
busur manual

. Meubeler

Carbody painting

Car bodyrepair/
Perbaikan Bodi
Kendaraan

. Sablon

Teknologi Informasi
dan Digital

. Multimedia tingkat
Pemula

.DesainWeb

O

. Web Programming

. Jaringan Komputer
dan Sistem
Administrasi

e

. Teknik Komputer

f.

Video Editing

Jasa Pelayanan
Pendukung
(Hospitality)

Laundry
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BAB IV
PENGELOLAANDANA BANTUAN

A. Jadwal Penyaluran Dana Bantuan

Direktorat Kursus dan Pelatihan akan memberikan dana bantuan bagi
calon lembaga penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh Direktorat
Kursus dan Pelatihan. Proses penyaluran dana bantuan pemerintah
program PKW tersebut akan mulai bulan Januari dan diakhiri bulan
Desemberdengan proses sebagaiberikut:

No Kegiatan Waktu
Finalisasi Juknis November s.d. Desember
2022
2 Sosialisasi Koordinasi Januari2023
Pembukaanaplikasi dan pengajuan
3 proposal Februari s.d. AQustus 2023
online PKW

Penilaian dan penetapan calon

. Februari s.d. September
4 penerima

bantuan 2023
5 Bimbingan teknis lembagapenerima Maret s.d. Septembe023
bantuan arets.d. Septembe
Pemberkasan(MoU, laporan awal)
6 dan Maret s.d.September2023
pencairan
Pelaksaankegiatan PKW dilembaga
penyelenggara Maret s.d. November 2023
Monitoring penyelenggaraanPKW Junis.d.November 2023
9 Penerimaanlaporan PKW online ggggtuss.d.Desember

B. Besaran Dana Bantuan

Besaran dana bantuan yang diberikan oleh Direktorat Kursus dan
Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi melalui DIPA Tahun 2023 sebagai
berikut:

Kategori Besaran Dana Peroran Sasaran
e Lembgaga (Rp) ° (org) Total(Rp)
1. | Tipe A 10.000.000z 500/ 7.500.000.000
(Platinum) 15.000.000
2. | Tipe B (Silver) 3.000.0007 6.664| 35.484.000.000
6.000.000
Total 7.910 42.984.000.000
C. Rincian Penggunaan Anggaran
No. Komponen Prosentase
1. | Persiapanpelaksanaan Maksimal 10%
a. Publikasi dan sosialisasi (boleh berkurang)
b. Rekrutmen peserta didik
c. Rapatkoordinasi
d. Orientasi (peserta didik, instruktur, dan mitra
usaha)
2. | PelaksanaarProgram Maksimal 40%
a. Pembahasanpenyusunan kurikulum




-15-

(kurikulum, rancanganrintisan usaha)

b. Penyediaanbahan praktik habis pakai

c. Prosespembelajaransesuaijam pelajaran
(honor narasumber/instruktur)

d. Manajemen pelaksanaan(honor pengeloladan
operator)

e. PengadaanATK (alat tulis dan modul
pembelajaran)

3. | Danastimulan rintisan/modal usahasesuai Minimal 40%
denganrencanarintisan usaha: (tidak boleh
a. Pengadaarnbahanrintisan usaha berkurang)
b. Pengadaamalat rintisan usaha

4. PenyusunanLaporan Maksimal 10%
a. Laporan teknis/substansi berupa video (honor (boleh berkurang)

video editing)
b. Laporan administrasi keuangan

Catatan:

1. Rincian penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan masing
masing penyelenggara program PKW berdasarkan jenis keterampilan
yang diselenggarakan;

2. Dana bantuan program PKW tidak boleh dipergunakan untuk
pembelian/pengadaan alat/barang dan sewa tempat tetapi hanya
diperbolehkan untuk pembelian bahanbahan habis pakai;

3. Dana bantuan program PKW dapat dipergunakan untuk membayar
honor dan transport mitra selama proses pembelajaran (sebagai
instruktur, narasumber);

4. Dana bantuan program PKW tidak boleh dipergunakan untuk
membayar honor, transport, dalam rangka pendampingan rintisan
usaha;

5. Tidak boleh adanya rangkap jabatan (pilih sebagai pengelola atau
instruktur).

6. Apabila terdapat kelebihan dana padakomponen persiapan dan
penyusunan laporan dapat digunakan untuk menambah komponen
dana stimulan rintisan usaha/modal usaha.

. Tata Cara Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan
Pengajuanproposal dimulai setelah petunjuk teknis program PKW resmi
diterbitkan dengan mekanisme sebagaiberikut:

1. Direktorat Kursus dan Pelatihan menyebarluaskan petunjuk teknis
melalui laman resmi https://kursus.kemdikbud.go.id atau
https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id

2. Direktorat Kursus dan Pelatihan melakukan sosialisasi secara daring

atau luring.
3. Lembaga calon penyelenggara memasukan proposal sesuai prosedur di
bawah ini:
Pemberitahuan Bimtek dan Monev pusat/
T Pencairan dana daerah dan PD
/= PROPOSAL ONLINE /; LAPORAN AWAL | / PELAKSANAAN | I \ LAPORAN AKHIR
‘Qj PKW o SEBELUM DANA CAIR ’\9 KEGIATAN ‘ 1\9'
[ a. Laporan dana telah K
NPSN a. Penyesuaian | masuk
2 Jumlah peserta didik b. Laporan pelaksana a. Laporan teknis
- - b. Penyesuaian pembelajaran harian
b. Pilihan keteramilan anggaran :::I': nloto/ video keg b. Laporan keuangan
c. Spesifikasi teknis ¢. Penyesuaian waktu e Laporan keterlibatan |
ilan pembelajaran mitra usaha ¢. Video pelaksanaan
d. Jadual kegiatan d. Penyusunan
c. Jatidiri lembaga e. Perjanjian Kerja Sama ‘ administrasi
. Rintisan usaha
l f. Dokumen pencairan ‘ '

— o ’
'/QIDITERIMA/ DITOLAK @PROSES PENCAIRAN L@ MONEV .’° Review
N\ /- ——— Ditkursus
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. Tim Verifikator Program PKW
1. Direktorat Kursus dan Pelatihan membentuk tim penilai/verifikator
program PKW yang berasal dari unsur sebagaiberikut:
a. Direktorat Kursus dan Pelatihan.
b. Praktisi/Profesional.
c. Akademisi.
2. Tim penilai/verifikator melakukan verifikasi proposal.
3. Tim penilai/verifikator menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK.

Penetapan Penerima Bantuan

1. PPK menetapkan keputusan tentang penerima bantuan dan disahkan
oleh kuasapenggunaanggaran(KPA);

2. PPKmenyampaikan keputusan penerima bantuan kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota setempat.

. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
1. PPKmenyiapkan Perjanjian Kerja Samadengan penerima bantuan.
2. PPKdan Penerimabantuan menandatanganiPerjanjian Kerja Sama,
paling sedikit memuat:
a. Hakdan kewajiban;
b. Bentuk dan jumlah bantuan;
c. Tatacarapenyaluran;
d. Laporanpertanggungjawaban;dan
e. Sanksi.
3. Jangkawaktu pelaksanaanprogram PKW berakhir padatanggal 20
Desember2023.

. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan PKW dapat dilakukan melalui mekanisme
pembayaranlangsung(LS).

Penyaluran Dana Bantuan

1. Penyaluran danabantuan PKW dilakukan melalui transfer langsungke
rekening atas namalembagapenerima bantuan.

2. Pengambilandanabantuan diambil sesuaiperuntukan di RAB.

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pada akhir program sesuai perjanjian kerja sama. Laporan
pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktorat Kursus dan
Pelatihan melalui laman https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkw ,
yangterdiri dari:
1. Laporan pelaksanaankegiatan
a. Laporandanatelah diterima di rekening lembagapenyelenggara.
b. Laporan pelaksanaan pembelajaran harian dengan mengunggah
foto-foto atau video pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan
pembelajaran yang telah diatur dengamenampilkan tanggal dan
waktu.
c. Video pelaksanaan pengalaman terbaikbgst practicg dan bahan
ajar program PKW.
2. Laporan administrasi keuanganpenggunaandanabantuan
Laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan
pemerintah sesuai dengan format 1 dan format 2 dalam lampiran
petunjuk teknis ini.




-17-

K. Pengembalian Dana Bantuan
Penyelenggaraprogram PKW wajib mengembalikan dana ke Kas Negara
karena sebagaiberikut:
1. Lembaga penerimaBanper mengundurkandiri.
2. LembagapenerimaBanpertidak melaksanakanprogram PKW.
3. Terjadi kelebihan pembayaran dari pagu yang telah disepakati dalam
RAB.
4. Adanyakegiatan yangtercantum dalam RAB,tetapi tidak dilaksanakan
5. Adanyatemuan auditor.

Pengembaliandanadapat menghubungi:
Direktorat Kursus dan Pelatihan,Ditjen Pendidikan Vokasi
Telepon : 021-5725504/021 -57904363
Faximile : 021-5725504/021-57904363
Email : kursus@kemdikbud.go.id pkw.kursus@gmail.com

L. Ketentuan Perpajakan
Penerima Bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah
wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang
undangan.

M. Sanksi

Penyelenggara program PKW akan dikenai sanksi apabila melakukan

pelanggaran yang tidak sesuai petunjuk teknis dan PKS yang disepakati,

berupa:

1. Teguran kepada lembaga penyelenggara dan ditembuskan ke dinas
pendidikan dan aparat penegakhukum.

2. Diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke
kas negara sekaligus pemberian black list kepada lembaga yang
bersangkutan.

3. Dilakukan pemblokiran NPSN lembaga yang bersangkutan untuk tidak
bisa mengakses bantuan dan program-program lain di lingkungan
Direktorat Kursus dan Pelatihan.

4. Dilaporkan ke aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan
keuangandan termasuk dalam tindak pidana.



-18-

BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN MONITORING,EVALUASI,DAN SUPERVISI

A. Indikator

Keberhasilan Pemberian Dana Bantuan

No Platinum

Silver

1. 100% dari jumlah peserta
didik dapat menyelesaikan
Program PKWdengantuntas

100% dari jumlah peserta
didik dapat menyelesaikan
Program PKWdengantuntas

2. Minimal 90% lulusan dapat
merintis usahadalam waktu
12 bulan setelah mengikuti
Program PKW

Minimal 60% lulusan dapat
merintis usahadalam waktu
12 bulan setelahmengikuti
Program PKW

3. 100% penyampaianlaporan
pertanggungjawaban secara
online dilengkapi dengan
video penyelenggaraan
Program PKW

100% penyampaianlaporan
pertanggungjawaban secara
onlinedilengkapi dengan
video penyelenggaraan
Program PKW

B. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi
Prosedur pelaksanaan monitoring,

evaluasi, supervisi, laporan serta

pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sesuai skema

sebagaiberikut:

PENGAWASAN

Penerima bantuan
melaporkan bahwa
dana sudah
diterima

BPK, Itjien Kemendikbudristek
dan Aparat Pengawas lainnya,
serta masyarakat

Penerima bantuan
melaksanakan
kegiatan sesuai

dengan perjanjian
kerjasama dan
petunjuk teknis

Unsur Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

SUPERVISI DAN MONEV

Penerima bantuan
menyimpan
dokumen dan
administrasi
kegiatan

Monitoring, evaluasi,dan supervisi diatur sebagaiberikut:
1. Unsur-unsur yang memiliki hak dan tanggungjawab untuk melakukan
monitoring, evaluasi,dan supervisi pelaksanaanprogram PKW yaitu:
a. Unsur Ditjen Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi dan
Direktorat Kursus dan Pelatihan)
b. Unsur pembina (dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota,
Rektor, Direktur, dan Ketua LPM).
2. Waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi
dilakukan pada awal, tengah, dan akhir program PKW.

dapat
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3. Pembiayaan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi
bersumber dari anggaran unit kerja masingmasing unsur, tidak boleh
dibebankan dari danabantuan program PKW.

C. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

berkomitmen dengan praktek anti korupsi, sehingga kami tidak

memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktek
korupsi, diantaranya:

1. Melakukan kesepakatan, permufakatan, kerja sama atau sejenisnya
dengan karyawan, tim penilai atau siapa saja untuk memperoleh dana
bantuan seara tidak sah;

2. Memberikan imbalan atau sesuatu kepada karyawan, tim penilai dan
atau tim moneyv;

3. Melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai
dengan perjanjian kerja sama,;

4. Ada pemotongananggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan
Program PKW;

5. Tidak melaksanakan program sesuai ketetuan yang sangat merugikan
peserta didik, masyarakatdan pemerintah.

AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN
PRIMA ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR
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BAB VI
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan
petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan,
mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana
bantuan Program PKW.

Kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar “jangan
tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk
memperoleh dana Bantuan Program PKW oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan
surat permintaan dana kepada lembaga”. Direktorat Kursus dan
Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis,
profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke
Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon dan Fax: 021-
5725504. Website: www.kursus.kemdikbud.go.id

PENGADUAN DAN INFORMASI
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Lantai VI Gedung E, Kompleks Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta

Telepon : 021-5725504
Whatsapp : 081225317955
Email : kursus@kemdikbud.go.id / pkw.kursus@gmail.com

www.kursus.kemdikbud.go.id

DIREKTUR JENDERAL,
LD,

KIKI YULIATI

Salinan sesuaLden an aslinya

_~—————
e
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SALINAN

LAMPIRANII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKANVOKASI

NOMOR34 TAHUN2022

TENTANG PETUNJUKTEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPANVIRAUSAHATAHUNZ2023

Format 1 : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

<KOPSURATLEMBAGA>

LAPORANPERTANGGUNGJAWABSANTUANPEMERINTAH

Yangbertanda tangan di bawahini :

1. Nama Lembaga.... (:L)
2. Nama Pimpinan Lembaga . 2)..
3. Alamat Lembaga... w(3)
4. NamaBantuan : Bantuan Pemerlntah Program Pendidikan

Kecakapanwirausaha
berdasarkan Surat KeputusanNomor ...(4) tanggal...... (5), dan Perjanjian Kerja
SamaNomor ...(6) tanggal...(7), telah menerima Bantuan Pemerintah
Program Pendidikan KecakapanWirausaha dengannilai nominal sebesarRp...
(.....rupiah) (8)
Sehubungandenganhal tersebut, dengan ini Saya menyampaikaaporan
pertanggungjawabanbantuan sebagaiberikut:
1. Laporan PenggunaanJumlahDana

a.Jumlahtotal danayang diterima :Rp...(....kupiah) (9)
b.Jumlahtotal dana yang dipergunakan: Rp ...(....rupiah) (10)
c. Jumlahtotal sisa dana :Rp...(....rupiah) (11)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Pemerintah
Program Pendidikan Kecakapanwirausaha berdasarkan Perjanjian Kerja
Samatersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan

sebenarbenarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantua®emerintah Program
Pendidikan Kecakapan wirausaha sebesar Rp.... (... rupiah) (12) telah kami
simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawasfungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp...(...
rupiah) (13) sebagaimanaBukti Penerimaan Negara(BPN) terlampir. *)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah
Program Pendidikan Kecakapan wirausaha mengakibatkan kerugian
negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara
dimaksud sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawabanBantuan pemerintah ini kami buat
dengan sesungguhnyadan penuh tanggungjawab.

...................... Y @ I
.......................................... (14
Materai
Rp.10.000;
.......................................... (16

*) angka 13 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana
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PETUNJUKRENGISIAN
LAPORANPERTANGGUNGJAWABSANTUANPEMERINTAH

No.

URAIANISIAN

(1)

Diisi dengannamalembaga penerimabantuan pemerintah

(2)

Diisi dengannamapimpinan lembagapenerima bantuanpemerintah

3)

Diisi denganalamatlembaga penerimabantuan pemerintah

(4)

Diisi dengan nomor Surat Keputusan PenetapanPenerima Bantuan
pemerintah

(5)

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan PenetapanPenerima Bantuan
pemerintah

(6)

Diisi dengannomor Perjanjian Kerja Sama

(7)

Diisi dengantanggal Perjanjian Kerja Sama

(8)

Diisi denganjumlah angkadan huruf bantuan pemerintah yang
telah diterima

(9)

Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang
telah diterima

(10)

Diisi dengan jumlah angkadan huruf bantuan pemerintah yang
telah dipergunakan

(11)

Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang
belum dipergunakan

(12)

Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang
telah dipergunakan

(13)

Diisi dengansisajumlah angkadan huruf bantuan pemerintah yang
telah disetor ke Kas Negara(jumlah samaseperti angka 11)

(14)

Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan
pertanggungjawabanbantuan pemerintah ditandatangani

(15)

Diisi dengannama lembaga penerimaantuan pemerintah

(16)

Diisi dengannamapimpinan lembagapenerima bantuanpemerintah







